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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KUBU RAYA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); [? 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara A 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, '[ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia f Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang I Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 



• 

• 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 
2014 ten tang Pengeiolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu 
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
2008 Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentangtl 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kub 
Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan A 
0rganisasi Perangkat Daerah Ka bu paten Kubu Raya 1 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun I 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 31); 

'[ 
MEMUTUSKAN: I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya. 
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 



16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
� 

teknis kegiatan dengan f 
18. Bendahara adalah unsur staf sek.retariat desa yang membidangi urusan j 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

pengelolaan keuangan desa. 

17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana 
bidangnya. 

13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat7 ] 
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk\f 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

4. Desa adaJah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sislem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya discbut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu l (satu) tahun. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sctelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

• 

• 

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 



• 
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20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dati seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 

21. Pengeluaran Desa adalah Vang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui 
rekening kas desa. 

22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
belanja desa. 

23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 
belanja desa. 

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih reaJisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selarna satu 
periode anggaran. 

25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

BAB 11 
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 2 

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola 
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

BAB Ill 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 3 

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 
dipisahkan. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. menet.apkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; f 
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; 

dan t 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran alas beban APB 

Desa. 
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu 

oleh PTPKD. 

.L 
3 



• 

Pasal 4 

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berasal dari unsur 
Perangkat Desa, yang terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi; dan 
c. Bendahara. 

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

Pasal 5 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, 
bertindak selaku koordinator PTPKD. 

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan 

APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APB Desa; 
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

dan 
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APB Desa. 

F 
f 

kegiatan kepada Kepala Desa; 

dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan menyiapkan 
kegiatan. 

f. 

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pelak.sanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan � 

Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; 
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan; 
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan 

dan 

Pasal 6 

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, 
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 

• 

Pasal 7 

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dijabat 
oleh staf pada Urusan Keuangan. 



• 
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(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

BABIV 
APB Desa 

Pasal8 

(1) APB Desa terdiri atas: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan 
menu.rut kelompok dan jenis. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan Desa 

Pasal 9 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, 
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan 
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 
oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri 
atas kelompok: 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 
b. transfer; dan 
c. pendapatan Lain-Lain. 

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas 
jenis: 
a. hasil usaha; l 
b. hasil aset; [" c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 
d. lain-lain pendapatan asli desa. � 

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain 
hasil Bumdes, tanah kas desa. f 

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain 
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. I (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
d, antara lain hasil pungutan desa. 



Pasal 10 

• 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (2) huruf b 
terdiri atas jenis: 
a. dana desa; 
b. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
c. Alokasi Dana Desa (ADD); 
d. bantuan Keuangan dart APL Provins1, dan 
e. bantuan Keuangan APBD Kabupaten. 

(2} Bantuan Kcuangan dari AP9D Provinsi dan APBD Kabupatcn scbagaimana 
dimaksud pada ayat (!) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan 
khusus. 

(33) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggnaan paling sedileit 70% (inh pnlh perseratnsl dan paling hanvak 
30% (tiga puluh perseratus). 

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 
ayat (2) huruf e, terdiri atas jenis: 
a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 
b. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Pasal 11 

( J) Hi bah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, adalah pemberian berupa uang 
oi ihal Le tie ...... - .. t'···�• . - �-e�- 

Pasal 13 

Pasa! 12 

r. . D a. pcnyeitngeraan Ferner1titan 'est, 
b. pelaksanaan Pembangunan Desa; 

(I) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban 
deg dolor 1[eats t@ht gnoonr@ vgo tidal lean diporolol 

id6«Me44% 

pembayarannya kembali oleh desa. [l 
(2) Belanja desa scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dipergunakan dalaml 

rangka mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. � 

/ 
(I) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 8 ayat (!) I huruf b, terdiri atas kelompok: 

(2) Lain-Jain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (4) huruf b, antara Jain pendapatan sebagai hasiJ kerjasama dengan 
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

Bagi an Ked ua 
Belanja Desa 

• 

c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
e. belanja Tak Terduga. 

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam 
RKPDes. 



• 
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(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : 
a. pegawar, 
b. brAng dan dasad, ddn 
c. modal. 

Pasal 14 

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 13 ayat (3) huruf 
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dianggarkan daJam 
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran 
penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 15 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang 
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jusa sebagairana dimaksud pada ayat fij antara lain: 
a. alat tulis kantor; 
b. benda pos; 
c. bahan/material; 
d. pemeliharaan; 

f. sewa kantor desa; 
g. sewa perlengkapan dan pcralatan kantor; 
h. makanan dan minuman rapat; 
i. pakaian dinas dan atributnya; 
j. perjalanan dinas; 
k. upah kerja; 
L honorarium narasumber/ahli; 
m.operasional Pemerintah Desa; 
n. operasional BPD; 
o insentif kn Tetangga /Rian Warga; dan 
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. [l, 

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada aya\ 
(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam 
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, '\ 
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta t pemberdayaan masyarakat desa. 

I 
Pasal 16 

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, 
digunakan untuk pengeluaran daJam rangka pembclian/ pengadaan barang 
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
diaksud padad ayat (2J hurui p ilakukan untuk mcnunjang pclaksanaan 
kegiatan. 



• 
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Pasal 17 

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, pemerintah Desa 
dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. 

(2) Keadaan darurat dan / a tau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa a tau tidak 
diharapkan berulang dan/atau mendesak. 

(3] Keadaan darurat scbagamana dimaksud ayat (l) ya1tu antara lat 
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 

(4} Kcadaan luar biasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1} karcna Kcadaan 
Luar Biasa /wabah. 

(5) Keadaan darurat dan a tau luar biasa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam belanja tdak terduga. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan Desa 

Pasa! 18 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c 
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau 
peeler@toe bro ita»vivo lrovhai hoil noels tels9pogo9 

ii«di "id ti«di4d44444444446.444444% 4.444 Mi4 444444 44 «44444444t44 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 

vwool@rev owl@tree 
it444444Mi 

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
mencakup: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasi! penjualan kekayaan desa yang dipisahken. 

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

huruf a antara lain 
belanja, penghematan 

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaanpL, 
pembiayaan yang digunakan untuk: \"CZ 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi belanja: ] 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
° {""7 z"zi""biria sane »i ~anon aw anun a»ssaran f 
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b / 
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening 
dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. 

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan. 

(6) 



Pasal 19 

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 18 ayat (2) 

• 

huruf b, terdiri dari: 
a. pcmbentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modai desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 
satu tahun anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

() Peraturan Lesa sebagaimana dimaksud pada ayat () paling sedikit 
memuat: 
a penetanan tinan pemhentnkan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. surnber dana cadanigan, den 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

t5) Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat () dapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan 
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, ditempatkan pada rckening tersendiri. 

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 
Kepala Desa. 

• 
BAB V 

PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 20 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

(4) Rancangan Poraturan 
sebagaimana dimaksud 
berjalan. 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat [2) drsampekan oleh Kcpala Lesa kepada iaan Permusyawaratan 
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des3 

0L 
(2) Sekretaris Desa menvampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa kepada Kepala Desa. � 

f 
•••.."f 

PasaJ 21 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APE Desa yang telah disepakati 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) hari sejak 
discpakati untuk dicvaiuasi. 



• 

• 

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
litarirvoyo Io+eoov Dovofra Toco tontame App face 

ii 

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada avat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku 

dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang Ai Lesa tidak scsuai dcngan kepcntngan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penvempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari keria terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 22 

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, 
Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) sekaligus 
menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa 
haya dapat mclakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

(4) Kcpala Dcsa mcmborhcntikan pclaksanaan Peraturan Dcsa Paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa 
dimaksud. 

Pasal 23 

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa kepada camat. 

(2) Carnal menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Pera tu ran Desa ten tang APB Desa. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku 
�.,. .... ,..,,, .... c::-.,. .... �;r;...,,,,.., � 

0 o.~ ea mensyataan hasi evatuas Rancasa Peratran pesa' 
tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan {y 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 7 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak I litorrnrro hoeilole ............ 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimanat 
dimaksud pada avat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat 
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. 

(O) Ketentua lebih lanjut mcngene pendelegasran evaluas Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 



Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 24 

(1) Semua penerimaan dan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

(2) Khusus bagi desa vang belum memiliki pelavanan perbankan di wilavahnva 
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) harus cdidukung oleh bukt yang iengkap dan sah. 

• 

Pasal 25 

(!) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

[) Bendahara dapat mcnynpan uang dalam as Dsa pada Juriah tcricntu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa . 

(3} Jumlah uang dalam kas dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
banyak Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). 

asal 20 

dapat 
Desa 

tidak 
APB 

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

[) engeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat [I) tidak termasuk 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran 
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. 

• 
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran 

Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 27 

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 
(2) Rencana Anggaran Biava sebagaimana dimaksud pada avat (1) diverifikasi 

oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. 

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan denganl 
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 6} pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 4 

Pasal 28 f 
27 ayat (I) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 
(SPP) kepada Kepala Desa. 

do.!o..m Po.so..! / Pembayaran 

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. 



PasaJ 29 

Dop@ion @rat Dorintgo Donharg [DP} gohogiro diuuolgd dolor Mi 

PasaJ 28 ayat (1) terdiri atas: 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
c. Lampiran bukti transaksi 

Pasal30 

• 

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebaggimana dimaksud dalam 
Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana 

kegiatan; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Des yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembavaran oleh pelaksana kegiatan 

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(2) Berdasarkan Surat Penmintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi 

Kepala Desa 
melakukan 

a yat (1) 
bendahara 

pada 
dan 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud 
menyetujui permintaan pembayaran 
pembayaran. 

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya 
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 

Pasal 31 

• 
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

PasaJ 32 

( l) Perubahan Peraturan Desa ten tang APBD Desa dapat dilakukan apabila 
terjadi: 

' t + et. cadent yitnig Inenyeuutt ttuttus tttktrtnt pAgtscrni nttdi Jens 
belanja; 

b. keadaan vang menvebabkan SiLPA tahun sebelumnva harus digunakanfL 
dalam tahun berjalan; [ 

° [z.zz7272:77.:/: +er«oho «ah saran es 
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis I ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. I (2) Perubahan APE Desa hanya dapat dilakukan i (satu) kali dalar i (satuj 
tah un anggaran. 

(3) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara 
penetapan APB Desa. 



Pasal 33 

(1) Dalam ha! Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APED Kabupaten 
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa 
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB 
Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepaia Desa tentang Perubahan 
APB Desa. 

(2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan 
kepada BPD. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 34 

• 
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

(2) Bendahara Desa wajib meJakukan pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 
tertib. 

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. 

() Laporan pertanggungjawaban sebagamana dmaksud pada ayat () 
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya. 

Pasal 35 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 

• 
Pasal 35 ayat (2), menggunakan: 
a. buku kas umum; 
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 
c. buku Bank. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal 36 

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan 
kepada Bupati berupa: 
a. laporan semester pertama; dan 

realignsij nololegnggn ADn Daea 
-- --- l"'~ ..... �L~ ..... •---�• • •• � � ~� .... 

� 

b. iaporan s�mt:sler u.khir lahun. � 

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a, 

� 



• 

• 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

Pasal 37 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Oesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
climaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 

Tahun Anggaran berkenaan; 
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan; dan 
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke desa. 

(5) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, Bupati dapat menunda 
penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan 
realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa. 

Pasal 38 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 39 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APB Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan 
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Pasal 40 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan f::t, 
APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan l 
kepada Bupati melalui camat. I 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum menyusun APB Des Tahun f berikutnya. 



• 

• 
r 

Pasal 41 

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Buku Pembantu Kas 
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta 
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
pada semester pertama dan semester akhir tahun serta iaporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, 
Pasal 36 dan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 42 

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina den mengawasi pemberian dan 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa. 

(2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 

Pasal 43 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 

Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal 3 4brr 2015 

'BUPATI KUBU RAYA,� 

J RUSMAN ALI 

4tM 

r'1 , 'I 
RV g. AK2ejp 

TAHU A..all.MO#O....MM. 

l 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 9 TAHUN 2015 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DESA 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, RENCANA 
ANGGARAN BIAVA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB 
DESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

PELAKSANAAN APB DESA 

• A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa 

• 

LAMBANG 
PEMDES 

PEMERINTAH DESA . 
KECAMATAN . 

KABUPATEN . 

RANCANGAN PERATURAN DESA ..........••.......... 
NO MOR TAHUN . 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA . 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah [L 
Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ten tang , 
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa A 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); ] 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran / Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati 
bersama Sadan Permusyawaratan Desa; I c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 
Anggaran ; 



• 

• 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4751); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 � 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); i 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun f tentang ............. (Lembaran Daerah Kabupaten 
.................. Tahun Nomor ); I 

8. Dst..; 

Dengan Kesepakatan Bersarna 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

dan 
KEPALA DESA . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN .. 



Pasal I 

============ 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 

Rp . 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit 

• 
3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a-b ) 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

gm 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa Rincian Struktur Anggaran 
Pendapata.n dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

� 
Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. '1 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....... 

} 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala 
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

• 
KEPALA DESA , 

......................................... 



• 

• 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN ...• 
TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ........• 

FORMAT 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN............. 

KODE URAIAN ANGGARAN KETERANG 
REKENI (Rp.) AN 

NG 
I 2 3 4 

I PENDAPATAN 
I I Pendapatan Asli Desa 
I I I HasiI Usaha 
I I 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong 

Rovong 
I I 3 Lain-Iain Pendapatan Asli Desa yang 

sah 

I 2 Pendapatan Transfer 
I 2 I Dana Desa 
I 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi 

daerah kabupaten/ kota 
I 2 3 Alokasi Dana Desa 
I 2 4 Bantuan Keuangan 
I 2 4 I Bantuan Provinsi 
I 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 

I 3 Pendapatan Lain lain 
I 3 I Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 

3 vang tidak mengikat 
I 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa vang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA 
2 I Bidang Penelenggaraan Pemerintahan 

Desa 
2 I I Penghasilan Tetap dan Tuniangan 
2 I I I Belanja Pegawai: 

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat 

-Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat 

- Tunjangan BPD 
2 I 2 Operasional Perkantoran 

,4 
4 
/ 
I 



! 
I 

2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan Atribut 
- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air Listrik.dasn Telepon 
- Honor 
- dst ....................... 

2 1 2 3 Belania Modal 
- Komputer 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TlK 
- dst .......................... 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Penasandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst ............................... 

2 1 4 Operasional RT/ RW 
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Penggandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst ............................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 
2 2 1 2 Belania Barang dan iasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material } - dst ............ 

2 2 2 Pengaspalan jalan desa « 2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa : 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst ......................................... 

2 2 2 3 Belania Modal: 
- Aspal 
- Pasir 
- dst ............... 

• 

• 



/ 
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2 2 3 Ke2:iatan ................................. 

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
2 3 I Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan 

Ketertiban 
2 3 I 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 2 Keviatan ......................... 

2 4 Bidang Pemberdavaan Masvarakat 
2 4 I Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan 

Perangkat 
2 4 I 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor pelatih 
- Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
-dst ..................... 

2 4 2 KeP'latan ............................. 

2 Bidana Tak Terduaa 
2 5 I Keiatan Keiadian Luar Biasa 
2 5 I 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst. ....................... 

2 5 2 KelYiatan ........................... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISIT 
\,h 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiauaan 

� 3 I I SILPA 
3 I 2 Pencairan Dana Cadangan 
3 I 3 Hasil Kekavaan Desa Yang di oisahkan 

JUMLAH (RP ) 

3 � Pengeluaran Pem.biauaan 
3 2 I Pembentukan Dana Cadangan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH (RP ) 

• 

• 

KEPALA DESA . 
TTD 

( ) 



B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

1. Bidang . 
2. Kegiatan : . 
3. Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 

• 
NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH 

SATUAN (Rp.) 
(Ro.) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH (RD. 

..-....-................. 

sesuai dengan urutan kegiatan dalam 

................. , tanggal . 

Pelaksana Kegiatan 

untuk 

klasifikasi kelompok belanja 

Disetujui/mengesahkan 
Kepala Desa 

3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutu.han dalam kegiatan. 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang. 
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran 

membaar orang/ barang 
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. 

Cara pengisian : 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan 

desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening 

APBDesa. 

• 
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D. Format Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP) 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN ..........•..... 

1. Bidang : . 
2. Kegiatan : . 
3. Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 

NO. URAIAN PAGU PENCAlRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA 
ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAl DANA 

LALU SAAT IN! 
(RD.) (RD. (RD.) (Ro.) (RD.) 

JUMLAH 

• 

Telah dilakukan verifikasi 
Sekretaris Desa 

.....................•.................... 

Setujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa 

. •••............... ··•······ ·····•········ 

................. , tanggal . 

Pelaksana Kegiatan 

. . 

Telah dibayar Iunas 
Bendahara 

...................... 

Petunjuk pengisian: 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja 

desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 

APBDesa. 
3. Kolom 1 dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan ri.ncian pagu dana sesu.ai dengan rencana k.egiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar 

sebelumnya. 
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah pennintaan dana sampai saat ini. 
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 



• 

E. Format Pernyataan Tanggungiawab Belanja 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

1. Bidang 
2. Kegiatan : . 

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 
(Ro.) 

1 2 3 4 

JUMLAH (RD.I 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, 
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

·····························tanggal 

Pelaksana Kegiatan 

..... 

• 
Cara 
pengisian: 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok 

belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan 

kegiatan 

dalam APBDesa 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 
6. kolom 4 disi dengan jumlah belanja 
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan 
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G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa 

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Pertama) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

KODE URAIAN JUMLAH JUMLA LEBIH/ KET. 
REKENI ANGGAR H KURAN 

NG AN REALIS G 
(Rp.) AS! (Rp.) 

(RD.) 
1 2 3 4 

1 PENDAPATAN 
I I Pendapatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 I 2 Swadaya, Partisipasi dan 

Gotong Royong 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli 

Desa yang sah 

1 2 Pendapatan Transfer 
I 2 1 Dana Desa 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak 

&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Bantuan Keuangan 
1 2 4 I Bantuan Provinsi 
I 2 4 2 Bantuan Kabupaten / 

Kota 

1 3 Pendapatan Lain lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ke-3 yang 
tidak mengikat 

I 3 2 Lain-lain Pendapatan 
Desa vans sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA 
2 I Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
2 I 1 Penghasilan Tetap dan 

Tuniangan 
2 1 1 1 Belanja Pegawai: 

- Penghasilan Tetao 



• 
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Kepala Desa dan 
Perangkat 

- Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan 

Atribut 
- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan 

Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air Listrik,dasn Telepon 
- Honor 
- dst ....................... 

2 I 2 3 Belania Modal 
- Komputer 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst. ......................... 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 

- ATK 
- Pengeandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst ......................... 

2 1 4 Operasional RT/ RW 
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Penggadaan 
- Komsumsi Rapat 
- dst ............................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

2 2 I Perbaikan Saluran Irigasi 
2 2 I 2 Belania Barang dan iasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

� 

I / 
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2 2 2 Pengaspalan jalan desa 
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa . 

- Upah Keria 
-Honor 
-dst .............................. 

........... 
2 2 2 3 Belania Modal: 

- Aspal 
- Pasir 
-dst ............... 

2 2 3 Kegiatan ........................ 
......... 

2 3 Bidang Pembinaan 
Kemasvarakatan 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan 
Ke ten traman dan 
Ketertiban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 2 Ke<>iatan ......................... 

2 4 Bidang Pemberdayaan 
Masvarakat 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 

2 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor oelatih 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 4 2 Kegiatan ........................ 
..... 

2 - Bidana Tak Terduaa 

W:- 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa ' 

2 5 I 2 Belanja Barang dan 
� Jasa: 

- Honor tim 
-Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst ........................ 



/ 

2 5 2 Ke<>iatan ..................... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiaaan 
3 I I SILPA 
3 I 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 I 3 Hasil Kekayaan Desa 

Yang di pisahkan 

UL. JUMLAH (RP) 

3 ' Penaeluaran Pembiaaan 
� 3 2 I Pembentukan Dana 

Cadangan 
3 2 2 Penyertaan Modal Desa I JUMLAH I RP\ 

• 
DISETUJUI OLEH 

KEPALA DESA . 

TTD 
( ....•................................ I 

• 
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2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Akhir Tahun) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA 

SEMESTER AKHIR TAHUN 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET. 
REKENI ANGGAR REALISA KURAN 

NG AN SI G 
(RD.) (Ro.) (RD. 

1 2 3 4 
PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA 

I PENDAPATAN 
1 I Pendapatan Asli Desa 
I I I Hasil Usaha 
1 I 2 Swadaya, Partisipasi 

dan Gotong Rovong 
I I 3 Lain-lain Pendapatan 

Asli Desa vang sah 

l 2 Pendapatan Transfer 
1 2 I Dana Desa 
I 2 2 Bagian dari hasil pajak 

&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 
I 2 4 Bantuan Keuangan 
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 
I 2 4 2 Bantuan Kabupaten / 

Kota 

I 3 Pendapatan Lain lain 
I 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ke-3 yang 
tidak mengikat 

I 3 2 Lain-lain Pendapatan 
Desa yang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA 
2 1 Bidang Penelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

2 I 1 Penghasilan Tetap dan 
Tuniangan 

2 1 I I Belania Pegawai: 
- Penghasilan Te tap 

! 
# 
f 
t 



/ 
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Kepala Desa dan 
Perangkat 

- Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Ooerasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan 

Atribut 
- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan 

Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik,dasn 

Telepon 
- Honor 
- dst ....................... 

2 1 2 3 Belania Modal 
- Komouter 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst .......................... 

2 1 3 Ooerasional BPD 
2 1 3 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
- ATK 
- Pengeandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst ......................... 

2 1 44 Operasional RT/ RW 
2 1 42 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Penggadaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst 

............................... L 
2 2 Bidang Pelaksanaan 

� 

Pembangunan Desa 
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 I 3 Belania Modal 
- Semen 

• 

• 
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- Material 
- dst ............ 

2 2 2 Pengaspalan jalan desa 
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst .............................. 

........... 
2 2 2 3 Belania Modal: 

- Aspal 
- Pasir 
-dst ............... 

2 2 3 Kegiatan ........................ 
......... 

2 3 Bidang Pembinaan 
Kemasvarakatan 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan 
Ke ten tram an dan 
Ketertiban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Pelatih 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 2 Keaiatan ...................... 

2 4 Bidang Pemberdayaan 
Masvarakat 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan 
Kepala Desa dan 
Perangkat 

2 4 I 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor oelatih 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
-dst ..................... 

2 4 2 Keffiatan .................... 

2 Bidang Tak Terduga 
2 5 I Kegiatan Kejadian Luar 

Biasa 
2 5 I 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
- Honor tim 



• 
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- Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst ........................ 

2 5 2 Kegiatan.....······.·· 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS I DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiauaan 
3 I 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa 

Yang di pisahkan 
JUMLAH (RP ) 

3 : Pengeluaran 
Pembiauaan 

3 2 I Pembentukan Dana 
Cadangan 

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 
JUMLAH (RP ) 

DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA . 

TTD 
( ••..••.............................. � 



H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

LAMBA 
NG 

PEMDE 
s 

PEMERINTAH DESA ........••............ 
KECAMATAN .............•••...••.... 

KABUPATEN . 

• 

RANCANGAN PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANG GARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA . 

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah 
Kabupaten Nomor ... Tahun ...... ten tang , 
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
........................... Tahun Anggaran; 

• 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 5539); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan p 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [" 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558); l 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun '] 
........ ten tang Pengelolaan Keuangan Desa; I 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun 
........ tentang (Lembaran daerah Kabupaten 

6. P�;�i:;;;�··· 1�';:" · ::::::N�::;nor ·. ·}ahun tentang j Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa...........Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Desa.......Tahun 2015 Nomor ....); 

7. Dst... 



Dengan Kesepakatan Bersama 

Menetapkan 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............••••... 
dan 

KEPALA DESA ...... 

MEMUTUSKAN : 

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 20 . 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian 

sebagai berikut: 
• 1. Pendapatan Desa 

Rp . 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp . 

b. Bidang Pembangunan Rp . 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp . 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp . 

e. Bidang Tak Terduga Rp . 

Jumlah Belanja Rp . 

Surplus/Defisit Rp . 

= = = = = = = = = ===== 

= = = = = = = = = === 

Rp. ······•··•··············· 
Rp . 

Rp . 

Pasal 2 

hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercanturn dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari: / 
1. Larnpiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

Uraian lebih lanjut mengenai 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a-b) 

• 

2. Larnpiran II 

APB Desa Tahun Anggaran ; 

Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang 

masuk ke desa. 



• 

• 

Pasal 3 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa f ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh 

Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 
KEPALA DESA . 



LAMPIRAN I 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN ..... 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI PELAKSANAAN APB Desa 
TAHUN ANGGARAN ......... 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa 
PEMERINTAH DESA ..................... 
TAHUN ANGGARAN...................... 

f 
f 

KODE URAIAN ANG GAR REALISA LEBIH/ KET. 
REKENIN AN SI KURAN 

G G 
(RD.) (RD.) (RD.) 

1 2 3 4 5 6 
1 PENDAPATAN 
1 1 Pendapatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan 

Gotong Royong 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli 

Desa vang sah 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 Dana Desa 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak 

&retribusi daerah 
kabuoaten/ kota 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Bantuan Keuangan 
1 2 4 1 Ban tuan Provinsi 
1 2 42 Bantuan Kabupaten / Kota 

1 3 Pendapatan Lain lain 
1 3 1 Hibah dan Surnbangan dari 

pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa 
vang sah 

� JUMLAH PENDAPATAN 
' 

2 BELANJA 
� 2 I Bidang Penelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
2 1 I Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan 
2 I 1 1 Belania Pegawai: 

- Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat 

• 

• 



• 

• 

- Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Ooerasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dan Atribut 
- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan 

Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air. Listrik.dasn Telepon 
- Honor 
- dst ....................... 

2 1 2 3 Belania Modal 
- Komouter 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst .......................... 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3l 2 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Pengsandaan 
- Konsumsi Rapat 
- dst ......................... 

2 1 4 Operasional RT/ RW 
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Penggadaan 
- Komsumsi Rapat 
- dst ......................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

2 2 I Perbaikan Saluran Irigasi 
2 2 1 2 Belania Barang dan jasa } - Uoah Keria 

- Honor 

� 

- dst .................... 
2 2 1 3 Belania Modal 

- Semen 
- Material 
- dst ............ f 2 2 2 Pengaspalan ialan desa 

2 2 2 2 Belania Baran dan Jasa : 



• 

• 

- Upah Keria 
-Honor 
-dst .............................. 

2 2 2 3 Belania Modal: 
- Aspal 
- Pasir 
-dst ............... 

2 2 3 Ke1natan ..................... 

2 3 Bidang Pembinaan 
Kemasvarakatan 

2 3 I Kegiatan Pembinaan 
Keten tram an dan 
Ketertiban 

2 3 I 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 2 Kegiatan....».···..··......... 

2 4 Bidang Pemberdayaan 
Masvarakat 

2 4 I Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 

2 4 I 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor oelatih 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 4 2 Keoiatan ............................ 

2 5 Bidana Tak Terduaa 
2 5 I Kegiatan Kejadian Luar 

Biasa 
2 5 I 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst ........................ 

2 5 2 Keoiatan ........................... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS I DEF/SIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiauaan 



• 

• 

3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang 

di pisahkan 
JUMLAH r RP l 

3 2 Penaeluaran Pembiauaan 
3 2 1 Pembentukan Dana 

Cadangan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH I RPl 

- Pembiayaan Netto 
(PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN - 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN ) 

- SILPA tahun berjalan 
(SELISIH ANTARA 
PEMBIAYAAN NETTO 
DENGAN HASIL 
SURPLUS/DEFISIT) 

TANGGAL . 
TTD 

(KEPALA DESA ) 

� 

1 
k 
I 



LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN ..... 
TENTANG 
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 . 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20... 

/ 

URAIAN TAHUN N TAHUN N-1 
(Tahun Periode (Tahun 

Pelaporan) Sebelumnval 
I. ASET DESA 

A. ASET LANCAR 
1. Kas Desa 

a. Uang kas di Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

2. Piutang 
a. Piutang Sewa Tanah 
b. Piutang Sewa Gedung 
c. dst ...... 

3. Persediaan 
a. Kertas Segel 
b. Materai 
c.dst ...... 

JUMLAH ASET LANCAR 

B. ASET TIDAK LAN CAR 
1. Investasi Permanen 

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

2. Aset Tetap 
- Tanah 
- Peralatan dan Mesin 
- Gedung dan bangunan 
- Jalan, Jaringan dan lnstalasi 
- dst....... 

3. Dana Cadangan 
- Dana Cadangan 

4. Aset tidak lancar Lainnya L �- 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR ; JUMLAH ASET (A + B) 

II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I-II) 

• 

• 

KEPALA DESA . 

...-............. 



Penjelasan tabel: 

1. Aset desa adalah barang milik desa ang berasal dari kekayaan asli desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
atau perolehan hak lainnya yang sah. 

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di 
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa. 

3. Pitang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola 
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan 
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak 
ditetapkanna kerjasama tersebut. 

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa 
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga 
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penertaan modal pemerintah desa dan aset 
tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 

• 
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan{)1L 

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam \- 
sat tahun anggaran. 6 

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh / 
Pemerintah. t 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. 

gaga: f Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan 
tidak dibuka peluang untuk pinjaman. 

• 



Tanggal 
Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 

LAMPIRAN III 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN ..... 
TENTANG 
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM 
DAERAH YANG MASUK KE DESA 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

b 

No. Jenis Lokasi Rincian Volume Satuan Sumber Jumlah 
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp) 

Sub Total Jenis Kesiatan (1) Ro. 

Sub Total Jenis Kegiatan (2 Ro. 

Sub Total Jenis Kegiatan (3) Ro. 

Sub Total (4) Rp. 
Total (1 s/d 4) Ro. 

tanggal, . 
Kepala Desa 

PL 

Io • 

< -S 
F «sos uh 

( ) 

9 BUPAT1 KUBU RAYA,[ 


